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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat ,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota

dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau

Walikota dan Wakil Walikota;
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10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 988/PL.02.1-
Kpt/01/KPU/V/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-
Kpt/01/KPU/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga
Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato

Nomor : 01/PL.02-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2019 Tentang

Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Berita Acara hasil Pleno Nomor : 4/PL.02.2-

BA/7504/KPU.Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah

Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran

Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Perihal Pedoman

Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi

syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan

Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada

Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala

Daerah Serentak 2020;

3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemberian Dana

Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Antara

Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor :

100/PEM-PHWT/41/X/2019 Dengan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 02/PR.07-

SD/7504/KPU.Kab/X/2019;
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